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KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 

KOTA BANDA ACEH 

NOMOR 246 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENETAPAN TIM PERUMUS/PANELIS DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA 

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 
 

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH, 
 

Menimbang    : a.  bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2017, menyatakan bahwa moderator 

atau panelis dipilih dan ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh 

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; 
 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Tim 

Perumus/Panelis Debat Publik/Debat Terbuka Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017; 
 
Mengingat  :    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 
 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5246); 
 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 
 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22  Tahun 2008; 
 
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2017; 
 
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 
 
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota; 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur 

Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil  

Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil  

Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan 

Papua Barat; 

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2017; 

12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh 

Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran 

Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07); 
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13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan 

Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 

05); 

14. Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Aceh Tahun 2017; 

15. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 226 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen 

Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda 

Aceh Tahun 2017; 

16. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 230 Tahun 2016 

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017; 

17. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 232 tentang Penetapan 

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Banda Aceh Tahun 2017; 

18. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 233 tentang Penetapan 

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017; 
 

Memerhatikan :  Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 

314/KIP/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang 

Permohonan Kesediaan Sebagai Tim Perumus/Panelis Debat 

Publik/Debat Terbuka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Banda Aceh Tahun 2017; 
   

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA 

ACEH TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS/PANELIS DEBAT 

PUBLIK/DEBAT TERBUKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL 

WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 
 
KESATU  : Menetapkan Tim Perumus/Panelis Debat Publik/Debat Terbuka 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 

2017, sebagai berikut : 
 

1. Dr. Aliamin, SE., M.Si. Ak.CA 

2. Dr. Saiful Mahdi, S.Si, M.Sc 

3. Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, Ph.D 

4. Prof. Dr. Eka Sri Mulyani, MA 

5. Suraiyya Kamaruzzaman, ST. L. LM, MT. 

6. Syarifah Rahmatillah, SH 
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KEDUA : Tim Perumus/Panelis Debat Publik/Debat Terbuka Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017  

melaksanakan tugas untuk 1 (satu) kegiatan pelaksanaan 

Debat Publik/Debat Terbuka, serta bertanggung jawab kepada 

Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan 

dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda 

Aceh; 
 
KETIGA  : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada belanja hibah KIP Kota Banda 

Aceh Tahun Anggaran 2017 Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Banda Aceh Tahun 2017; 
 
KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

  

Ditetapkan di Banda Aceh 

pada tanggal  9  Januari  2017 

 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN                                           

KOTA BANDA ACEH, 

 

ttd 
 

MUNAWAR SYAH 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  

KOTA BANDA ACEH 

Kasubbag Hukum, 

 

 

 

    Erminzal 
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